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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi modus penyalahgunaan identitas 
(NIK) penerima bantuan sosial serta menganalisis tindakan hukum administratif yang 
dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maros dalam menanganinya. Penelitian ini 
menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang didukung oleh 
data primer melalui wawancara dan data sekunder dari dokumen serta literatur terkait. 
Pembaharuan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap penyalahgunaan NIK yang 
terdeteksi melalui sistem pemadanan data nasional serta respons administratif yang 
diterapkan secara langsung oleh instansi terkait di tingkat daerah. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas terjadi melalui penggunaan NIK oleh pihak 
lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, termasuk indikasi pemanfaatan data tersebut untuk 
kepentingan tertentu melalui aplikasi tertentu. Adapun tindakan administratif yang 
dilakukan meliputi penghentian sementara bantuan, proses asesmen dan klarifikasi 
kepada penerima, pengaktifan kembali bantuan apabila tidak terbukti terjadi pelanggaran, 
serta pencabutan status penerima jika terbukti menyalahgunakan data. Kesimpulan 
penelitian ini menegaskan bahwa penyalahgunaan identitas penerima bantuan sosial 
merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan lemahnya perlindungan data pribadi 
di tingkat masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa peningkatan 
pengawasan, penguatan sistem verifikasi data, serta intensifikasi sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan identitas guna mencegah 
penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Kata Kunci: Penyalahgunaan Identitas; Nomor Induk Kependudukan. 

Abstract: This study aims to identify the modes of identity card (NIK) misuse of social 
assistance recipients and analyze the administrative legal actions taken by the Maros Regency 
Social Services Agency in handling the situation. This study uses empirical legal methods with 
a qualitative approach, supported by primary data through interviews and secondary data 
from related documents and literature. This research's innovation lies in its focus on NIK 
misuse detected through the national data matching system and the administrative responses 
implemented directly by relevant agencies at the regional level. The results of this study 
indicate that identity misuse occurs through the use of NIK by other parties without the 
owner's knowledge, including indications of the data being used for specific purposes through 
certain applications. The administrative actions taken include temporarily suspending 
assistance, conducting an assessment and clarification process with recipients, reactivating 
assistance if no violations are proven, and revoking recipient status if data misuse is proven. 
The study's conclusions confirm that identity misuse of social assistance recipients is a serious 
problem related to weak personal data protection at the community level. This study provides 
recommendations for increased supervision, strengthening data verification systems, and 
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intensifying public outreach regarding the importance of maintaining identity confidentiality 
to prevent misuse by irresponsible parties. 

Keywords: Identity Misuse; Population Identification Number. 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong 

integrasi data dalam berbagai layanan publik, termasuk dalam penyaluran bantuan 

sosial.[1] Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal 

menjadi instrumen utama dalam memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.[2] 

Namun demikian, di balik kemajuan tersebut, muncul permasalahan baru berupa 

penyalahgunaan identitas yang berimplikasi tidak hanya pada individu pemilik data, tetapi 

juga pada integritas program bantuan sosial secara keseluruhan.[3] Fenomena ini 

menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi belum sepenuhnya diimbangi dengan 

kesadaran hukum masyarakat, sehingga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan oleh 

pihak lain, baik dalam lingkup keluarga maupun pihak eksternal. Kondisi tersebut 

menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana modus penyalahgunaan identitas dalam 

program bantuan sosial terjadi serta bagaimana respons yang diberikan oleh instansi 

pemerintah dalam menanganinya.[4] 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penyalahgunaan identitas (NIK) 

penerima bantuan sosial di Kabupaten Maros serta mengkaji bentuk tindakan hukum 

administratif yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani permasalahan tersebut. 

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada efektivitas penyaluran bantuan 

sosial, akurasi data penerima, maupun aspek kebijakan sosial secara makro.[5] Sementara 

itu, kajian yang secara spesifik menyoroti penyalahgunaan identitas dalam konteks 

bantuan sosial masih relatif terbatas, terutama yang mengaitkan antara aspek 

perlindungan data pribadi dengan mekanisme penanganan administratif di tingkat daerah. 

Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif yang lebih spesifik dengan 

mengkaji fenomena penyalahgunaan NIK sebagai bagian dari persoalan multidimensional 

yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan teknologi.[6] 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah: 

(1) bagaimanakah modus penyalahgunaan identitas (NIK) penerima bantuan sosial di 

kabupaten maros; serta (2) bagaimanakah bentuk tindakan hukum administratif yang 

dilakukan oleh dinas sosial kabupaten maros terhadap penyalahgunaan identitas (NIK) 

penerima bantuan sosial. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan 

menghadirkan data lapangan yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas tidak 

selalu dilakukan oleh penerima bantuan secara langsung, melainkan oleh pihak lain yang 

memiliki akses terhadap data pribadi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana 

mekanisme administratif, seperti penghentian sementara bantuan, asesmen, dan 

pencabutan status penerima, digunakan sebagai instrumen pengendalian dalam menjaga 

ketepatan sasaran program bantuan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai 

kebaruan dalam menghubungkan isu perlindungan data pribadi dengan praktik hukum 

administrasi negara dalam konteks program bantuan sosial di tingkat daerah, sekaligus 

memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum yang lebih responsif terhadap 

dinamika digitalisasi layanan publik. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta dan 

praktik yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan tindakan hukum administratif 

terhadap penyalahgunaan identitas (NIK) penerima bantuan sosial di Kabupaten Maros. 

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Maros, dengan lokus utama pada Dinas Sosial 

sebagai instansi yang berperan langsung dalam pengelolaan dan pengawasan bantuan 

sosial. Populasi penelitian mencakup pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan 

proses administrasi bantuan sosial, khususnya aparatur Dinas Sosial serta data kasus yang 

berkaitan dengan penyalahgunaan identitas, sedangkan penentuan sampel dilakukan 

secara purposive dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan 

pengalaman relevan, seperti pejabat atau staf yang menangani program bantuan sosial, 

serta dokumen pendukung berupa arsip dan laporan resmi. Jenis data yang digunakan 

terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber 

terkait, serta data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan, dokumen resmi, dan 
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literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-

terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam serta dokumentasi terhadap 

berbagai data administratif yang tersedia. Selanjutnya, seluruh data yang terkumpul 

dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk 

naratif, dan penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan pemahaman yang 

komprehensif mengenai praktik penyalahgunaan identitas serta respons administratif 

yang dilakukan dalam penanganannya. 

PEMBAHASAN 

1. Modus Penyalahgunaan Identitas (NIK) Penerima Bantuan Sosial di Kabupaten 

Maros 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak Dinas Sosial 

Kabupaten Maros, ditemukan bahwa keberadaan kasus penyalahgunaan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) dalam program bantuan sosial memang terjadi, meskipun dalam 

skala yang terbatas. Secara faktual, hanya terdapat satu kasus yang terkonfirmasi, yakni 

penggunaan NIK oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.[7] Kasus tersebut 

menunjukkan bahwa aktivitas tertentu dalam hal ini yang terindikasi sebagai aktivitas 

judi daring tidak dilakukan oleh penerima bantuan sosial secara langsung, melainkan 

oleh anggota keluarga yang memiliki akses terhadap data tersebut. Secara konseptual, 

kondisi ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan 

data pribadi, yang dalam sistem hukum Indonesia menempatkan identitas 

kependudukan sebagai bagian dari hak individu yang wajib dijaga kerahasiaannya.[8] 

Dari sisi jumlah kasus yang teridentifikasi, meskipun hanya satu kasus yang 

terkonfirmasi, hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa permasalahan tersebut 

bersifat minor. Dalam perspektif hukum administrasi negara, satu kasus yang 

berdampak pada integritas data penerima bantuan sosial dapat menimbulkan 

implikasi yang luas terhadap akurasi penyaluran bantuan dan kepercayaan publik 

terhadap pemerintah. Data yang bersifat by name by address yang berada pada 

lembaga penyalur tidak dapat diakses secara terbuka, yang menunjukkan adanya 
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penerapan prinsip kerahasiaan sebagai bagian dari perlindungan data, namun di sisi 

lain juga berpotensi membatasi transparansi publik.[9] 

Faktor penyebab terjadinya indikasi penyalahgunaan tersebut didominasi oleh aspek 

sosial, seperti kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, serta rendahnya literasi digital 

masyarakat. Dalam pendekatan sosiologis hukum, kondisi ini mencerminkan adanya 

kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perlindungan data dengan kesadaran 

hukum masyarakat dalam praktik sehari-hari. Selain itu, adanya kecenderungan untuk 

memperoleh keuntungan secara instan melalui platform digital turut memperbesar 

peluang terjadinya penyalahgunaan identitas. Hal ini diperkuat oleh minimnya 

pemahaman bahwa NIK merupakan bagian dari data pribadi yang memiliki 

konsekuensi hukum apabila disalahgunakan.[10] 

Secara analitis, penyalahgunaan NIK dalam konteks ini tidak dapat dipandang semata 

sebagai pelanggaran administratif biasa, melainkan sebagai bentuk pelanggaran 

terhadap hak atas perlindungan data pribadi yang memiliki dimensi hukum publik dan 

privat sekaligus. Dalam kerangka normatif, identitas kependudukan berfungsi sebagai 

instrumen utama dalam berbagai layanan publik, termasuk penyaluran bantuan 

sosial.[11] Oleh karena itu, penyalahgunaan terhadap identitas tersebut berpotensi 

mengganggu prinsip tepat sasaran dalam kebijakan sosial pemerintah. Fakta bahwa 

penyalahgunaan terjadi dalam lingkup keluarga menunjukkan bahwa ancaman 

terhadap data pribadi tidak hanya berasal dari pihak eksternal, tetapi juga dari relasi 

sosial terdekat.[12] 

Mekanisme deteksi terhadap indikasi penyalahgunaan ini dilakukan melalui sistem 

pemadanan data nasional yang melibatkan berbagai lembaga, sehingga menunjukkan 

adanya integrasi dalam pengawasan data.[13] Dalam perspektif good governance, 

mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan pengawasan 

berbasis teknologi. Sistem tersebut mampu mengidentifikasi anomali data, yang 

kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif berupa penghentian 
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sementara bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak lagi bersifat 

manual, melainkan telah bertransformasi ke arah sistem digital yang terintegrasi.[14] 

Adapun pola atau modus yang ditemukan dalam kasus di Kabupaten Maros 

menunjukkan bahwa penyalahgunaan NIK dilakukan dengan memanfaatkan kedekatan 

akses terhadap data, khususnya dalam lingkungan keluarga. Selain itu, terdapat potensi 

modus lain seperti penggunaan NIK oleh pihak eksternal untuk registrasi pada aplikasi 

tertentu tanpa verifikasi yang memadai. Dalam perspektif kriminologi, pola ini dapat 

dikategorikan sebagai kejahatan berbasis kesempatan (opportunity crime), di mana 

pelaku memanfaatkan celah yang tersedia tanpa adanya pengawasan yang ketat 

terhadap penggunaan data.[15] 

Dari sisi pengawasan, meskipun sistem telah terintegrasi dan menunjukkan 

peningkatan efektivitas, masih terdapat celah dalam aspek preventif, khususnya terkait 

perlindungan data di tingkat individu. Sistem pengawasan yang kuat pada level 

institusional belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam 

menjaga kerahasiaan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data tidak 

hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada perilaku hukum masyarakat sebagai 

subjek hukum.[16] 

Berdasarkan analisis empiris, dapat disimpulkan bahwa modus penyalahgunaan NIK di 

Kabupaten Maros tidak bersifat kompleks atau terorganisir, melainkan terjadi karena 

kombinasi antara akses yang mudah terhadap data pribadi, lemahnya kontrol 

penggunaan data di tingkat individu, serta rendahnya literasi digital.[17] Fenomena ini 

memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, 

tetapi juga sebagai sarana edukatif yang menuntut adanya peningkatan kesadaran 

hukum masyarakat. Dengan demikian, penyalahgunaan NIK dalam konteks bantuan 

sosial lebih tepat dipahami sebagai permasalahan multidimensional yang melibatkan 

aspek hukum, sosial, dan teknologi, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan 

yang komprehensif, tidak hanya melalui mekanisme administratif, tetapi juga melalui 

upaya preventif berbasis edukasi dan penguatan budaya hukum masyarakat.[18] 
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2. Bentuk Tindakan Hukum Administratif oleh Dinas Sosial terhadap 

Penyalahgunaan Identitas (NIK) Penerima Bantuan Sosial 

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten 

Maros terhadap indikasi penyalahgunaan identitas (NIK) penerima bantuan sosial lebih 

menitikberatkan pada mekanisme hukum administrasi negara dibandingkan dengan 

pendekatan pidana.[19] Hal ini sejalan dengan kedudukan Dinas Sosial sebagai organ 

pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan di bidang sosial, khususnya dalam pengelolaan dan pengawasan 

program bantuan sosial. Dalam perspektif normatif, tindakan administratif tersebut 

merupakan bagian dari diskresi administratif yang dilakukan untuk menjaga ketertiban 

penyelenggaraan program serta memastikan prinsip tepat sasaran tetap terjaga.[20] 

Langkah pertama yang dilakukan adalah penghentian sementara bantuan sosial (hold), 

yang secara konseptual merupakan bentuk tindakan administratif yang bersifat 

preventif. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah potensi kerugian negara atau 

penyimpangan lebih lanjut sebelum dilakukan verifikasi terhadap kebenaran data. 

Dalam kerangka asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), langkah ini 

mencerminkan prinsip kehati-hatian (prudence) dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

bantuan sosial. Sistem yang terintegrasi dengan lembaga keuangan dan pemadanan 

data nasional memungkinkan tindakan ini dilakukan secara cepat dan berbasis data, 

sehingga meminimalisasi intervensi subjektif.[21] 

Selanjutnya, Dinas Sosial melakukan asesmen dan klarifikasi kepada Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) sebagai bentuk verifikasi faktual di lapangan. Proses ini 

merupakan implementasi dari prinsip due process of law dalam ranah administrasi, di 

mana setiap subjek hukum diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan 

sebelum dijatuhkannya suatu keputusan administratif. Dalam konteks ini, klarifikasi 

menjadi instrumen penting untuk membedakan antara pelaku penyalahgunaan dengan 

pihak yang menjadi korban penyalahgunaan identitas. Hal ini menunjukkan bahwa 
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tindakan administratif tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengandung 

dimensi perlindungan hukum terhadap masyarakat.[22] 

Apabila hasil klarifikasi menunjukkan bahwa penerima bantuan tidak terbukti 

melakukan pelanggaran, maka dilakukan pengaktifan kembali bantuan sosial. Tindakan 

ini mencerminkan adanya mekanisme rehabilitasi administratif yang bertujuan untuk 

memulihkan hak masyarakat yang sempat dibatasi akibat adanya indikasi 

penyalahgunaan. Dalam perspektif hukum administrasi, langkah ini menunjukkan 

bahwa setiap tindakan pembatasan hak harus bersifat sementara dan proporsional, 

serta dapat dipulihkan apabila tidak ditemukan dasar pelanggaran.[23] 

Sebaliknya, apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan program bantuan 

sosial, maka Dinas Sosial berwenang untuk melakukan pencabutan status sebagai 

penerima bantuan sosial. Pencabutan tersebut merupakan bentuk sanksi administratif 

yang bersifat represif, yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban administrasi dan 

menjaga integritas program bantuan sosial. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai 

hukuman, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian agar bantuan sosial tidak 

disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.[24] 

Bentuk sanksi yang diterapkan dalam kasus ini sepenuhnya berada dalam ranah 

administratif, yaitu berupa penghentian sementara (hold) dan pencabutan status 

sebagai penerima bantuan sosial. Tidak ditemukannya penerapan sanksi pidana secara 

langsung oleh Dinas Sosial menunjukkan adanya batasan kewenangan antara organ 

administrasi dengan aparat penegak hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, 

pemisahan ini penting untuk menjaga prinsip legalitas dan menghindari terjadinya 

abuse of power oleh instansi administratif.[25] 

Terkait dengan koordinasi, Dinas Sosial tetap menjalin kerja sama dengan aparat 

penegak hukum dalam bentuk pengawasan pada saat penyaluran bantuan sosial. 

Kehadiran aparat dalam proses tersebut merupakan bagian dari upaya preventif untuk 

memastikan bahwa penyaluran bantuan berjalan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, 

koordinasi dengan pihak bank penyalur juga menjadi bagian penting dalam 
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memperoleh informasi terkait data yang di-hold, sehingga tercipta sinergi antar 

lembaga dalam pengawasan program bantuan sosial.[26] 

Secara analitis, tindakan hukum administratif yang dilakukan oleh Dinas Sosial 

Kabupaten Maros mencerminkan penerapan prinsip good governance, khususnya 

dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Pendekatan administratif yang 

digunakan menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan tidak selalu harus melalui 

jalur pidana, melainkan dapat diselesaikan secara bertahap melalui mekanisme 

administratif yang lebih cepat dan efisien. Namun demikian, pendekatan ini tetap 

membuka kemungkinan untuk ditindaklanjuti ke ranah pidana apabila ditemukan 

unsur pelanggaran hukum yang lebih serius.[27] 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan administratif yang dilakukan 

oleh Dinas Sosial Kabupaten Maros merupakan bentuk pengendalian yang 

proporsional dalam menjaga integritas program bantuan sosial. Pendekatan ini tidak 

hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga pada perlindungan hak 

masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, efektivitas 

tindakan administratif tersebut sangat bergantung pada keseimbangan antara 

ketegasan penegakan sanksi dan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak 

terbukti melakukan pelanggaran.[28] 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa modus penyalahgunaan identitas 

(NIK) penerima bantuan sosial di Kabupaten Maros terjadi melalui penggunaan data 

pribadi oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang dalam praktiknya lebih 

banyak dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, serta 

rendahnya literasi digital masyarakat. Meskipun jumlah kasus yang teridentifikasi relatif 

terbatas, fenomena ini tetap menunjukkan adanya kerentanan dalam perlindungan data 

pribadi yang berimplikasi pada ketepatan sasaran program bantuan sosial. Di sisi lain, 

tindakan hukum administratif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maros telah 

berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, melalui mekanisme penghentian 
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sementara bantuan, asesmen dan klarifikasi, pengaktifan kembali bantuan, serta 

pencabutan status penerima bantuan sosial apabila terbukti melakukan pelanggaran. 

Pendekatan ini mencerminkan upaya pengendalian yang proporsional antara penegakan 

aturan dan perlindungan hak masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian 

permasalahan tidak selalu harus ditempuh melalui jalur pidana. Oleh karena itu, 

diperlukan penguatan pengawasan berbasis sistem yang terintegrasi serta peningkatan 

kesadaran masyarakat dalam menjaga kerahasiaan data pribadi sebagai langkah preventif, 

agar penyalahgunaan identitas dapat diminimalisasi dan program bantuan sosial tetap 

berjalan secara tepat sasaran dan akuntabel. 
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